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Mengingat

LINGKUNGAN HIDUP. Pengelolaan Dana.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN DANA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Lingkungan

Hidup;

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6134);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN DANA
LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup adalah suatu
sistem dan mekanisme yang digunakan untuk
mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

2. Dana  Penanggulangan Pencemaran  dan/atau
Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah
dana yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan
memulihkan  pencemaran dan/atau  kerusakan
lingkungan hidup.

3. Dana Amanah/Bantuan Konservasi adalah dana yang
berasal dari sumber hibah dan donasi untuk
kepentingan konservasi lingkungan hidup.

4. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa
penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan
dengan efek serta jasa lain termasuk menerima
deviden, bunga, dan hak-hak lain menyelesaikan
transaksi efek-efek dan mewakili pemegang rekening
yang menjadi nasabahnya.

S. Penghimpunan Dana Penanggulangan Pencemaran
dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
Hidup adalah kegiatan pengumpulan dana untuk
dikelola dan disalurkan sesuai dengan penugasan

dan/atau kontrak/perjanjian.

Pasal 2
(1) Pengelolaan dana lingkungan hidup dilakukan melalui
kegiatan:
a. penghimpunan dana;
b. pemupukan dana; dan

c. penyaluran dana.
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Pengelolaan dana lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
prinsip:

a. transparan;

b. efisien;

c. efektif;

d. proporsional; dan

e. akuntabel.

Pasal 3

Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a meliputi:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

Dana  Penanggulangan Pencemaran  dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan
Lingkungan Hidup; dan

Dana Amanah/Bantuan Konservasi.

Pasal 4
Penghimpunan dana berupa Dana Penanggulangan
Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal dari pajak dan retribusi lingkungan
hidup.
Penghimpunan dana berupa Dana Amanah/Bantuan
Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b bersumber dari hibah dan donasi.
Sumber penghimpunan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan
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